
Mengingat : l . Unda.ng - undang Nornor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persainga.n Usaha Tidak Sehat 
[Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nornor 33 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nornor 
3817); 

2. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 rentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Ncpotisrne (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia tahun 1999 Nornor 75 Tarnbah an Lcrnbaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 3851}; 

3, Undang undang Nomor 4 Tahun 2003 tcntang 
.Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi 
Sulawesi Tengga.ra (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 24, trunbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4267); 

4. Undang - undang Nornor 17 Tahun 2003 ten tang Kcuangan 
Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

M~nirnbang : a, bahwa d::.lam rangka ri1eningkatkan efesiensi, efektivitas, 
transpara.nsi, persaingan schat, dan akuntabilitas dnlarn 
pelaksanaan pengadaan ba.ra:ng/ jasa, perlu dilaksanakan 
pengadaan barang/jasa dengan sisitern aplikasi layanan 
secara elektronik; 

b. bahwa dalam rangka melaksanakan pcngadaan barang/jasa 
pemerintah dengan sistern aplikasi layanan secara elektronik 
di lingkungan pcmerintah Kabupaten Konawc Selatan, pcrlu 
ditetapkan Peraturan Bupati Konawc Selatan teritang 
Pernbcntukan dan Susunan Organisasi Unit Layanan 
Pengadaan Secara Ekktronik di lingungan Pernerintah 
Kabupaten Koriawe Selatan. 

Bupati Konawe Selatan, 

' PEMBENTlJKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT LAYANAN 
PENGAD,AAN SECARA ELEKTRONII{ ( LPSE ) 

KABUPATEN KONAWE SELATAN 

Tentang 

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAJi 
Nomor : 02 Tahun 2016 

PROVINSISULAWESITENGGARA 



5. Undang-Undang l Tahun 2004 rentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tcntang 
Pemeriksaan clan Ta.nggungjawab Keuangan Negara 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, 'Tam hahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia No111or 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
Sebagaimana beberapa kali diubah terakhir kali 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tah u n 2008 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2008 
Nornor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
lndone sia Nornor 484·-l); 

8. Undang-Unda.ng Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
lnformasi dan Tran saksi Elektronik [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Republik Indonesia Nomor 4843); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pernbentukan Pcraturan Perundang-Undangan 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
No111or 82 Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234): 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
'Tarr bahan Lcmbaran Negara Nomor 5478); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pernerintahan Daerah Provinsi dan 
Pen1erintahan Dae rah Kabupaterr/ Kota (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

12. Peraturan Presiden Nornor 106 Tahun 2007 tcntang 
Lernbaga Kebijakan Peugadaan Barang/.Jasa 
Pernerintah: 

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nornor 70 
Tahun 2012 tentang Perubahan Kcdua Peraturan 
Presiden Rcpublik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaan Harang/ .Jasa Pemerintah; 

14. Keputusan Presiden Nornor 80 Tahun 2003 reruang 
Pedornan Pelaksanaan Barang/ .Jasa Pemerintah 
sebagaimana telah beberapa kali cliubah terakhir 
dengan Peraturan Prcsiden Nomor 95 Tahun 2007; 

15. Peraturan Mentcri Dalam Negeri Norn or 59 Tahun 
2007 tentang perubahan aias Peraturan Menter: 
Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 206 rentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae rah: 



PERATURAN BUPATI KONA\VE SELATAN TEi';TANG 
Pt::MBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT 
LAYANAN PENGADAA.l'l SECARA EL!E.KTRONIK (LPSE) 
KABUPATEN KONAWE SELATA.111. 

Memutuskan : 

16. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 Tentang 
Pembcntukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 
Lain Sebagai bagian dari Perangkat Daerah 
Kabupaten Konawe Sclatan ; 

17. Peraturan Daerah !(abupaten Konawe Selatan Nomor 
O 1 Tahun 2011 Ten tang Peru bah an Penama Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan 
Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi 
Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat 
DPRD, Staf Ahli (Lernbaran Daerah Kabupaten 
Konawe Selatan Tahun 2011 Nomor 01); 

18. Pcraturan Daer ah Kabupaten Konawe Selatan Nornor 
26 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keernpat Atas 
Peraturan Dacrah Kabupaten Kon awe Selatan 
Nomor 13 Tahun 2007 Tentnng Susunan Organiaasi 
Dan Tata Kcrja Dinas Daerah (Lernbaran Daerah 
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 26); 

19. Pcraturan Daerah Kabupaten Konawe Se lat.an Nomor 
27 Tahun 2013 Ten Lang Perubahan Pertama Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Sr.Iatan 
Norn or 04 Tahun 2010 Ten tang Susuna.n Organisasi 
Dm1 Tata Kerja Lernbaga Teknis Daerah (Lernbaran 
Daerah Kabupaten Kcnawe Selatan Tahun 2013 
Nomor 27); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kon awe Selatan Nornor 
03 T'ahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 
anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Konawe Selatan Tahun 2015 Nornor ); 

21. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nornor 26 Tahun 
2015 tentang Penjabaran Anggaran Peridapatan da.n 
Belanja Daerah Kabupaten Koriawe Selman Talru n 
anggaran 2016 (Serita Daerah Kabupaten Konawe 
Selatan Tahun 2015 Nomor ); 

Menetapkan 



1. Susunan Organisasi Unit Lavanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 
terdiri dari : 
a) Pengarah; 
b) Kepala; 
c) Bidang Administrasi Sistem Inforrnasi: 
d) Bidang Registrasi dan Verifikasi; 
e) Bidang Layanan Pengguna, dan 
f) Bidang Pclatihan dan Sosialisasi. 

Pasal 4 

BAB IV 
SUSUNAN ORGANISASI 

1. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) rnerupakan unsur 
pelaksana teknis operasional di lapangan: 

2. Unit Layarian Pcngadaan secsre Elcktronik (LPSE) dipimpin oleh 
seorang Kepala Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang 
dalam rnelaksanakan tugas berada clibawah dan bertanggung jawab 
kepada Bupati Koriawc Selatan; 

Pasal 3 

BAB III 
KEDUDUKAN 

Dengan Peraruran Bupati Konawe Selatan ini diberuuk Unit Layanan 
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pacta Kabupaten Konawe selatan; 

Pasal 2 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

1. Daerah adalah Kabupaten Koriawe Selat an; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pernerintah Kabupaien Konawe Selatan: 
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan: 
4. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektonik yang selanjutnya disingkat 

Unit LPSE adalah Unit Pelaksana Tcknis Kabupatcn Koriawe Selatan; 
5. Unit Layanan Pengadaa.n Secara Elektronik (LPSE) lain adalah Unit 

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di luar wilayah 
Kabupaten Konawe Selat an; 

6. Kepala Unit Layan an l'engadaan Secara Elektronik (LPSE} actalah 
Kepala Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Konawe Selatan: 

7. lnstansi Jain adalah instansi di luar Ka bu paten Konawc Selatan ; 
8. Kas Daerah adalah Kas Pernerint ah Kabupaten Konawc Selatan. 

. 
Dalarn peraturan Bupati Konawe Selatan ini yang dimaksud denga.n : 

Pasal 1 

BAB I 
K.ETENTUAN UMU?Yl 



Kepala Unit. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mempunyai 
tugas: 
a) Memimpin operasional harian Unit Layanan Pcngadaan Secara 

Elektronik (LPSE); 
b) Memberikan arahan teknis terhadap pelaksana.an kegiatan Unit 

Pasal 7 

Bagian Ketiga 
Kepala Layanan Pengadaan Secara Elcktronik (LPSE) 

Pengarah rnempunyai tugas : 
a) Membina dan rnerigarahkan program kerja; 
b) Memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan; 
c) Memantau dan rnengcvaluasi kegiatan. 

Pasal 6 

Bagian Kedua 
Pengarah 

1. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mernpunyai tugas 
mengeloln eistcm £-Procurement di lingkungan Kabu paten Kon awe 
selatan. 

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1.1), Unit 
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mempunyai fungsi : 
a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan £­ 

Procurement di lingkungan Kabupaten Konawe Selatan; 
b. pelaksanaan · pelatihan/training kepada Panitiaj Pejabat 

Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa unruk menguasai 
sistem E-Procuremerit; 

c. pelaksanaan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan 
Penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah kerjanya; 

d. sebagai Media Penyedia Inforrnasi dan Kon sult.asi ( helpclesk) yang 
melayani Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia 
Barangy.Jasa yang berkaitan dengan sistern E-Procurem.ent. 

e. sebagai penyedia inforruasi dan data-data yang berkaitan dengan 
proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna 
untuk kepentingan proses audit. 

f. pelaksanaan ketatausanaan Unit Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik (LPSE); 

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 
h. pelaksanaan tugas-tugas Iain yang diber ikan oleh Bupati Koriawe 

Selatan sesu ai dengan tugas dan Iungsinya. 

Pasal 5 

Baglan Pertama 
Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 

Kabupaten Konawe Selatan. 

2. Bagan Susunan Organisasi Unit Layanan Pcngadaan Secara Elektronik 
(LPSEJ dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimann dinyatakan dalam 
Larnpiran Peraturan Bupati Konawe Selaran. 



a) KepaJa Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Sckretaris, 
Ketua Bidang, dalarn melaksanakan tugasnya wajib menerapkan 
prinsip-prinsip koordinasi, integrasi clan sinkronisasi baik secara 
vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-rnasing maupun 
antar satuan unit kerja daJarn lingkungan Pemer intah Daerah. 

b) Kepala Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) wajib 
mengawasi bawahannya masing-rnasing dan bila terjadi penyimpangan 
agar rnengarnbil langkah-langkah yang diperlukan se suai dengan 
peraturan perundang-undangan yang bcrlaku. 

c) Kepala Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam 
ltngkungan koruponen bertanggung jawab mernimpin dan 

Pasal 13 

DABV 
TATA KERJA 

Bidang Pelatihan dan Sosialisasi mempunyai tugas : 
a. Memberikan pelatihan bagi Pengguna Unit Layanan Pengadaan Secara 

Elektronik (LPSE); 
b. Menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pcngadaan barang dan jasa. 

Pasal 12 

Bagian Kedelapan 
Bidang Pelatihan dan Sosialisasi 

Pasal 11 
Bidang Lavanan Pengguna mempunyai tugas : 
a, Memberikai.1 layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara 

elektronik baik melaJui internet, telepon maupun hadir langsung di 
Unit Layanan Perigadaan Secara Elektronik (LPSE); 

b. Mernbantu proses pendaftaran Pengguna Unit Layanan Pengadaan 
Secara Elektronik (LPSE); 

c. Menjawab pertanyaan tentang Iasilit as dan fitur aplikasi Layarian 
Pengadaan Secara Elcktronik (LPSE); 

d, Menangani keluhan tentang pelayanan Unit Layanan Pengadaan 
Secara Elektronik (LPSE). 

Bagian Ketujuh 
Bidang Layanan Pengguna 

c. Menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran Pengguna Uni_t 
Layanan Perigad aan Secara Ek·ktronik (LPSE) bcrdasarkan hasil 
verifikasi; 

d, Mengelola arsip clan dokumen Pengguna Unit Layanan Pengadruu1 
Secara Elektronik (LPSE); 

e. Melakukan konfirmasi kepa<la Pengzuna Unit Layanan Perigadaun 
Secara Elektronik (LPSE) tentang persctujuan dan penolakan 
pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi: 

f. Menyai.npaikan infonnasi kcpada Pcngguna Unit. Layanan Pengadaan 
Secara Elektronik (LPSE} teruang kelengkapan clokumen yang 
dipersyaratkan. 



Hal-hal yang belurn diatur dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan ini, 
sepanjang mengenai pelaksariaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala 
Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). 

Pasal 15 

BAB VII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

l. Kepala Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSEJ diangkat da.n 
diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. · 

2. Sekretaris clan Kepala Bidang diangkat clan diberhentikan oleh Bupati 
Kcnawe Selatan · atas usul Kepala Unit Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik (LPSE). 

Pasal 14 

BAB VI 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 

mengkoordinasikan bawahannya niasing-rnasing clan memberikan 
bimbingan serta petu njujc-pet unju k bagi pelaksanaan tugas bawahari. 

c.l) Setiap Ketua Bidang wajib mcngikuti dan mernatuhi petunjuk-petuniuk 
dan bertanggung jawab kepacla atasan masmg-rnasmg da.n 
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. 

e) Setiap laporan yang cliterirua oleh Ketua Bidang dari bawahan, wajib 
diolah dan dipergunakan sebagai bahan unruk penyusunan laporan 
Iebih lanjut dan untuk mernberikan petunjuk-petuujuk kepada 
bawahan. 

t) Dalam menyampaikan lapor an masing-rnasing kcpada atasan 
tembusan laporan wajib disarnpaikan pula kepada biclang lain yang 
secara fungsional mernpunyai hubungan kerja. 

g) Dalam mclaksanakan tugasnya setiap Kepala Unit Layanan Pengadaan 
Secara Elektronik (LPSE) dibantu oleh Ketua Bida.ng di bawahnya dan 
dalam rangka pernberian bimbingan kepada bawahan masing-masing 
wajib mengadakan rapat berkala. 

h) Semua unsur di lingkungan Unit Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik (LPSE) dalam melaksanakan tugasnya wajib mener apkan 
prinsip koordinasi, integerasi. dan ainkronisusi baik dalam lingkungan 
Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) maupun dalam 
hubungan dengan unit kerja lain. dan Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik (LPSE) Pusat. 

i) Setiap pimpinan bertanggung jawab mernimpm clan 
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan 
pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, 

j) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mcmatuhi pctunjuk dan 
bertanggung jawab pacla atasan sena rnenyampaikan laporan secara 
berkala tepat pada waktunya. 

k) Dalarn melaksanakan tugas, set iap pimpirian wajib melakukan 
pembinaan dan pcngawasan terhadap bawahannya. 
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